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Yang terhormat,
i. Kepalar Dinas l(eseheitan Provinsi. selurtth lndonesia
2. Kepala Dinas l(esehatan Kabr-rpatcn/Kota seluruh Indonesia
3, Direktur Rumah Saki t  seluruh lndonesia

SURAT EDARAN
NOMOR GK/MENr{ES/00 1  / t  /  20  L3

TENTANG
LAYANAN PENCEGAI{AN PBNULARAN HUMAN IMMUNODEFICIENCY

ilrRus (Hiv) DARr rBU KB ANAK (pPrA)

UInLIIn

1. Hum,ant Immunodefi.ciency Vints (FIIV) adalah virus golongan RNA
yang spesifik menyerang sistem lcekebalan tltbuh manusia dan
menyebabkan AIDS.

2. Sejak pertama kali ditemuka.n kasus HIV dua puluh l ima tahun
yang lalu, kasus HIV dan AIDS .cli Indonesia terus meningkat,
terutama pacla usia reprocluksi aktif 2O sampai 39 tahun. Pada
t,ahurr 2012 diperkirakan ada 253.785 orang terinfeksi HIV yang
sepertiganya (30%) adalah perempuan. Infeksi Menular Seksual
(lMS) meningkatkan risiko infeksi HIV hingga 2OO kali l ipat.
lnfeksi HIV pada bayi/anak 90% berasal dari ibunya selama
kehamiian, persalinan dan menyusui.

3, Tuberkulosis (TB) merupakan penyebab kematian dan infeksi
oportunistik terbanyak pada infeksi HIV. Ibu hamil HIV

. berpeluang menderita TB tiga kali cl ibanding ibu hamil tanpa FIIV
dan infeksi TB tersebut berisiko pula untr-rk ditularkan kepada
anaknya sebesar 4O%. Risiko penularan HiV dari ibu hamil ke
einaknya adalah sebesar 45olt,

Maksucl clan Tujuan
Surert, Edaran ini dimaksudkan agar seluruh Kepala Dinas

Kesehata.n Provinsi dan Kaburpatenf Kottl serta Direktur Rumah Sakit
selr-tn-th Indonesia melakr-rkan peningkatan pada upaya deteksi dini
dan pencegahan penurlaran I-l lV dari ibu ke anak (PPIA). Upaya
tersebut dilaksanakan secara komprehensif berkesinambungan agar
PPIA daperL berjalan dengan efektif, efisien dan tepat sasaran.
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$'.,.lang Lingln.lp

L- IJpayer Pencegahan penularan HIv dari Ibu ke Anak (ppIA)
secara inklusif, meLiputi :

a. setiap Ibu Hamil harus mendapatkan pelayanan antenatal.
b. ',tes lIIv wajib ditawarkan pada semua ibu hamil di daeralr

epiderr.i HIV meluas da-n terkonsentrasi.

c. Tr:s HIV diprioritaskan untLlk ditawarkan pada ibu ha:nil
dengan IMS dan TB di daerah epidemi HIV rendah.

d. 'ks HIV pada ibu hamil dilaksanakan bersamaan d.engan
pem.eriksa.an laboreitorium rutin lainnya.

2. $elain keempat hal tersebut, fasilitas pelayanan kesehatarr
wajib melaksanakan upaya promosi, pencegatran, pemeriksaan
dan pengobatan sesuai dengan pedoma'yang ditetapkan.

Dasrar

1. Peraturan Pcmerintah Nomor 39 rahun 2oL2 tentang
Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

'2. rKeprrtrrsan lvtenteri Kesehatan Nomor 12g Tahun 2oo4 tentang
Kebljakan Dasar pusL<esmas.

3. Peratr,uan Menteri. Keseharan Nomor 411/Mcnkes/peri III/2010
tentang krbora.torium Klinik.

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
782lMer:kes/sK/rv /2ot1 tentang Rumah sakit Rujukan Bagi
Orang Dengan HtV dan AIDS (ODHA).

5. laerahrran Menteri Kesehatan Nomor
L9or /tvletrkes/Per/vJ/20t1 tentang peh:njuk Teknis
P:layanan Kesehatar:. Dasar Jamkesmas.
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Bah'*'a dengan adarrya upaya deteksi dini dan pencegahan
penr.ilaran I{IV dari lbr,r ke Anak (PP[A), dengan ini kami sampaikan
h.al-hal, sebagai berikut :
1. Pelayanan pencegatran penularan HIV dari lbu ke Anak (PPIA)

diintsgrasikan pada layanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
lleluarga. Berencana (I(B) dan konseling remaja di setiap
jerrjang pelayanan keseh.atan dengan ekspansi secara bertahap
cian melibatkarr peran swasta, LSM dan komunitas.

2, PPIA dalam pelayanan KIA merupakan bagian dari Program
Nasional Pcngcnderlian HIV-AIDS dan IMS.

3. Seliap pe:rempuan yang datang ke layanan KIA-KB dan remqia
hanrs mendapat informasi mengenai PPIA.

4. 
'Di 

daerah epidemi HIV meluas dan terkonsentrasi, tenaga
kesehatan di f:rsilitas pelayanan kesehatan wqjib menawarkan
tes lIfV kepada semua ibu hamil secaia inldusif pada
pemeriksaan laboratorium rutin lainnya saat pemeriksaan
antenatal atau nrenjelang persalinan.

5. fJi daernlr epidemi HIV rendah, penawaran tes HIV oleh tenaga
kesehatan diprioritaskan pada ibu hamil dengan IMS dan TB.
Perneliksaan dilalnrlan secara inklusif dengan pemeriksaan
laboratori.um rutirr lainnya saat pemeriksaan antenatal atau
menjelqng persalinan.

t5. Daerah.yang belum mempr:nyai tenaga kesehatan yang mampu

/ berwenagg rtremberikal pelayagan PPIA, dapat dilalsukag
dengan cara :
a. Meqjr:k ibu hamil ke fasilitas peiayanan HIV yang memadai

b. Pelimpahrur wcwenang (task shi/ttng) kepada tenaga
kesehatan lain yang terlatih. Penetapan daerah yarg
memerlukan task shiftrng petugas, diputtrskan oleh Kepala
Dinas Kesehatan setempat.

7. '9etiap ibu hamil yang positif HIV wajib diberi obat ARV dan
m.endapatkan pelayanan perawatan, dulcungan dan
pengobatan lebih Lanjut (PDP).
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Kep.ala Dinas Kesehatan merencsnakan ketersediaan logistik
(obat dan pem.eriksaan tes HIV) berkoordinasi dengarr Di.$en
P?,P.L, I(emenkes.
PeXaksanaan Persalinan baik per vaginarn atau per abdominas.r
r.Larus rrrempertratikan inrlikasi obstetrik Ibu dan ba:nnya serta
henrs neenerapkan kewaspadaan standar,

Sesuai dengan kebijakan program bahwa makanan terbaik
unntk bayi adalah pemberian ASI secara ekskiusif 0-6 bulart,
Iurtuk ih.l maj.<a ibu dengan HIV perlu mendapat konseling
taktasi dengan baik sejak perawatan antenatal pertama sesuai
dengen pedornan, Namun apabila ibu mcmilih lain (susu
formula) nraka, ibu, pasangannya dan keluarga perlu mendapat
konseling rr.rakanan bayr yang memenuhi persyaratan teloeis.

lirer; pt:rhatian dan kerja sama Saudara kami ucaplcan terima kasih.

Pllstqpkan di Jakarta.
pada tanggal 2 Janrari 2013

KESEHATAN
L\DONESIA,

Tembusarr :
1. Selcrr:faris Jenderal Kementerian Kesehatan zu
2. l)irellhrr Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
3. Direkh:r Jenderal P}PL Kementerian Kesehatan RI
4. Guben:i.rr selunrh Indonesia
5. Bupad/Walikota selunrh Indonesia

9 .

I0 .


